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ABSTRAK

Aceh merupakan provinsi yang mendapatkan perhatian khusus
dari pemerintah pusat dalam mengurusi urusan pemerintahannya
sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus. Dalam melaksanakan pemerintahan
yang Otonom pemerintah Aceh membuat pengaturan tentang susunan
pemerintahan khusus yang mengurusi masyarakat yang berkedudukan
di bawah camat dan setingkat di atas desa yang menaungi beberapa
desa, yaitu pemerintahan mukim. Mukim mempunya tugas
penyelenggara pemerintahan didalam wilayahnya yang diatur dalam
Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomer 2 tahun 2014 tentang Mukim.
Namun Lembaga mukim saat ini mengalami pelemahan keberadaanya
dianggap ada dan tiada dikarenakan lemahnya fungsinya. Oleh karena
itu Tema ini perlu diteliti dalam Optimalisasi Penguatan Fungsi
Kelembagaan Mukim.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan
pendekatan Yuridis-empiris, sedangkan teknik analisis data yang
digunakan bersifat deskriptif analisis mulai dari pengumpulan data,
mengklasifikasikan data, mendeskripsikan data dan diseleksi secara
selektif ~ sehingga  menghasilkan  suatu  kesimpulan.  untuk
mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara,
observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qanun Nomor 2 tahun
2014 tentang Mukim harus dilakukan Optimalisasi penguatan
fungsinya sebagai Lembaga Mukim dalam hal Organisasi, Keuangan,
Infrastruktur, Sumberdaya Manusia (SDM), dan Kerjasama Organisasi.
Sehingga dapat mengoptimalkan kembali keberadaan kelembagaan
mukim di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan menurut perspektif
maslahah  mursalah  penguatan kelembagaan =~ mukim  dalam
Pembangunan Desa merupakan suatu kemaslahatan di dalam
masyarakat dengan bentuk penguatannya harus sesuai dengan tujuan
Syari’at, bersifat universal, dan tidak bertentangan dengan dalil yang
ada. Penguatan kelembagaan Mukim dalam pembangunan desa
menyangkut dengan kepentingan orang banyak dan hifz an-nash
(melidungi kehidupan dan keselamatan) di dalam kesejahteran. Hal
tersebut masuk ke dalam maslahah mursalah

Kata Kunci: Mukim, Optimalisasi, Desa, Penguatan, Maslahah
Mursalah



ABSTRACT

Aceh is a province that receives special attention from the
central government in managing its own government affairs. This is
stated in Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government
and Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy. In
implementing autonomous government, the Aceh government made
arrangements regarding a special government structure that takes care
of communities located below the sub-district head and at the level
above the village which houses several villages, namely the mukim
government. Mukim have the duties of administering government
within their territory as regulated in Southeast Aceh Regency Qanun
Number 2 of 2014 concerning Mukim. However, the mukim institution
is currently experiencing a weakening, its existence is considered to
exist and not exist due to the weakness of its function. Therefore, this
theme needs to be researched in Optimizing the Strengthening of
Mukim Institutional Functions.

This type of research is field research with a juridical-empirical
approach, while the data analysis technique used is descriptive analysis
starting from collecting data, classifying data, describing data and
selecting it selectively to produce a conclusion. To collect data, the
author used interview, observation and documentation methods.

The research results show that Qanun Number 2 of 2014 concerning
Mukim must strengthen its function as a Mukim Institution in terms of
Organization, Finance, Infrastructure, Human Resources (HR), and
Organizational Cooperation. So that it can re-optimize the existence of
mukim institutions in society. Meanwhile, according to the maslahah
murlahan perspective, strengthening mukim institutions in Village
Development is a benefit in society, with the form of strengthening
must be in accordance with the objectives of the Sharia, be universal,
and not conflict with existing propositions. Strengthening Mukim
institutions in village development concerns the interests of the people
and hifz an-nash (protecting life and safety) in welfare. This falls into
the problem of maslahah murlah.

Keywords: Mukim, Village, Optimization, Institutional, Maslahah
Mursalah
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"Fa bima rahmatim minallahi linta lahum, walau kunta fazzan galzal-
qalbi lanfaddu min haulika fa'fu 'an-hum wastagtir lahum wa syawir-

hum fil-amr, fa iza 'azamta fa tawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul-

mutawakkilin.”

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakAllah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-
Nya," (QS. Ali Imran [3]: 159).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UUD Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara
Republik Indonesia Negara Hukum (Rechstaat), bukan Negara
Kekuasaan (Machstaat). Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam
negara tidak didasarkan atas kekuasaan, tetapi didasarkan atas hukum.
Oleh sebab itu, hukum mempunyai kedudukan yang tertinggi di dalam
Negara Republik Indonesia. Atas dasar prinsip Negara bedasarkan
hukum ini, maka segala bentuk penyelengaraan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun daerah, harus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.! Pemerintah yang
berdasarkan atas hukum merupakan sendi utama dalam mewujudkan
pemerintah yang baik di Negara Indonesia.?

Menurut UUD 1945 yang menjadi dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan suatu kesatuan hukum
yang mempunyai kedudukan tersendiri. Hal ini memerlukan
kewenangan untuk mengelola dan mengawasi operasional pemerintah
serta kepentingan konstituennya sesuai dengan persyaratan hukum.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam telah memberi ruang dalam penyelenggara pemerintahan

! Didik Sukriono, Hukum Konstitusi Dn Konsep Otonomi, Kajian Politik
Hukum Tentang Konstitusi Darah Dan Pasca Perubahan Konstitusi (malang: setara
press, 2013). him.35.

? Inu Kencana Syafii, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: Rineka cipta,
2011).him.40.



secara otonom. Otonomi khusus disini dimaksud sebagai kewenangan
khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan
mengurusi kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri yang
sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat.> Kebijakan Otonomi
dipandang sebagai bagian dari proses besar demokratisasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah.

Peraturan  mengenai  susunan, peranan, dan kekuasaan
pemerintahan diperlukan bagi terselenggaranya pemerintahan otonom.
Salah satu bentuk lembaga yang mendapat perhatian khusus adalah
pemerintahan yang berada ditingkat Kecamatan, yang dalam Bahasa
Lokal Aceh disebut Mukim.* Mukim adalah kesatuan masyarakat
hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa
gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh
Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah
camat.’ Sementara Gampong atau nama lain adalah kesatuan
masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh
keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah
tangga sendiri. Gampong merupakan unit pemerinahan terkecil
setingkat desa dalam lingkup struktur pemerintahan provinsi Daerah
Istimewa Aceh. Pembagian struktur organisasi pemerintah di Provinsi

Aceh, sesuai Pasal 2 Undang-Undang Pemerintah Aceh bahwa,

® Malahayati, Otonomi Khusus Aceh Dan Papua: Antara Teori Dan
Praktikdalam Kerangka Negara Kesatuan Refublik Indonesia, (Unimal 2015). him.
23.

* Muslim Zainuddin, Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh: Suatu
Pendekatan Sosiologi, Historis Dan Yuridis (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019).
him. 25.

® Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 1
Ayat (19).



“Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota dibagi atas
Kecamatan, Kecamatan dibagi atas Mukim, dan Mukim dibagi atas
kelurahan dan gampong”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan bahwa Pemerintah Mukim
dibentuk di wilayah kabupeten/kota yang terdiri dari beberapa
gampong. Mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara
tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuhapeut mukim atau
dengan kata lain, Imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim
untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.’® Menurut Pasal 3 Qanun Aceh
Nomor 4 Tahun 2003 tentang pemerintah Mukim menyebutkan bahwa
Mukim memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah,
pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan
pelaksana Syari’at Islam. Selanjutnya, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa
untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
di atas, Mukim mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pemerintah,
baik berdasarkan asas desentralisasi, dekontrasi dan urusan pembantu
serta segala urusan pemerintah lainnya; b. pelaksanaan pembangunan
baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan
mental spiritual: c. pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan
Syari’at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan
ketertiban masyarakat; d. peningkatan percepatan pelayanan kepada
masyarakat; e. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau; f.
menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan

atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

® “Tyha Peut Mukim Adalah Kelengkapan Lembaga Mukim, Semacam
Badan Legislatif Mukim, Yang Terdiri Dari Unsur Ulama, Tokoh Adat Pemuka
Masyarakat Dan Cerdik Pandai,” .



Menurut Qanun Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014, Mukim
membawahi gabungan beberapa kute dan berfungsi sebagai lembaga
pemerintahan adat yang berada di bawah kecamatan.” Dalam struktur
kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi
dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat serta adat istiadat
setempat yang sejalan dengan syariat islam. Melindungi fungsi ekologi
dan Sumber Daya Alam (SDA) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan
kebutuhan masyarakat dalam Kute/Gampong/desa yang tergabung
dalam  struktur  kemukiman®  Mukim  mempunyai  Tugas
menyelenggarakan ~ pemerintahan ~ Kemukiman,  Melaksanakan
Pembangunan, menyelenggarakan dan melindungi adat dan istiadat,
membina dan meningkatkan kesejahteraan masyaakat kemukiman dan
meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan Mukim serta
tanggung jawab Imum Mukim di atas, sesungguhnya pemerintah
mukim di bawah kepemimpinan Imam Mukim dalam struktur
pemerintahan Aceh memiliki posisi penting dan strategis dalam
pembangunan kesejahteraan masyarakat desa (Gampong). Sejalan
dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006,
sebagaimana juga diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2023 dan
Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014, eksistensi

mukim bukan hanya sebagai simbol lembaga adat yang tak punya

7 “Kute Adalah Pembagian Wilayah Administratip Setingkat Desa Di

Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Kute Berada Di Bawah Mukim, Kute Dapat
Di Artikan Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas-Batas
Wilayah Yang Berwenang Mengatur Dan Mengurusi,” wilayhnya.

® Qanun Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mukim, Pasal 2 Ayat
(D).



otoritas dalam bidang pemerintahan.® Dalam hal ini, Mukim sebagai
sebuah Lembaga pemerintah yang lahir dari rahim otonomi khusus era
reformasi telah bertransformasi dari institusi informal menjadi formal.
Pemerintah Mukim, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun
Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 sudah menjadi salah
satu unit penyelenggara pemerintah dalam susunan struktur Pemerintah
Aceh.

Selama ini lembaga mukim seringkali dianggap hanya sebagai
institusi yang mengurusi masalah adat dan sengketa antar gampong saja
dan tidak terkait dengan pemerintahan. Pandangan tersebut berlangsung
semenjak pemberlakuan  kebijakan sentralisasi dan unifikasi
penyelenggara pemerintah ditingkat daerah dan desa pada masa orde
baru melalui Undang-Undang Nomor Tahun 1947 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintah
Desa. Keberadaan mukim tidak dianggap sebegai struktur pemerintah.
Pemerintahan orde baru melalui Undang-Undang Desa tersebut
menghendaki Gampong sebagai Desa atau Kelurahan sebagai unit
pemerintahan dalam struktur pemerintahan dan bukan Mukim. Namun,
Pemerintah Aceh waktu itu tetap mengakui keberadaan mukim, tetapi
hanya sebagai masyarakat hukum adat bukan sebagai pemerintahan
mukim dengan merujuk kepada Perturan Daerah Aceh (perda) Nomor 5
Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Masyarakat Hukum Adat.*

® Muslim Zainuddin, “Peran Dan Fungsi Kelembagaan Mukim Dalam
Peneyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat Aceh,” Journal Media
Syari’ah Vol.19, no. 2 (Juli-2017).him.327

% Teuku Muttagin Mansur, “Dilema Mukim Di Aceh: Antara Ada Dan
Tiada,” Pusat Riset Hukum Islam Dan Adat. Universitas Syiah Kuala, 2024,



Pada era reformasi, meskipun kedudukan mukim dikukuhkan
kembali setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Lembaga Adat serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pemerintah Mukim, pandangan tersebut belum sepenuhnya berubah.
Mukim, menurut Teuku Muttagin Mansur, posisinya masih dianggap
seolah-olah berada diantara ada dan tiada. Di satu sisi secara de jure
Mukim memang diakui Keberadaanya, tetapi secara de pacto,
misalnya, ketika dihadapkan pada alokasi dana untuk penguatan mukim
dan perangkatnya beserta tuntunan pengakuan tehadap wilayah adat
mukim yang diantaranya termasuk hutan adat, justeru pertanyaannya
yang muncul kemudian adalah bagaimana kekuatan legalitas
kedudukan mukim disisi peraturan perundangan-undangan. Berbeda
dengan status hukum Gampong yang dianggap cukup kuat sehubung
dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
serta turunannya Berbekal UU De aini, seolah, segala urusan
pembangunan Desa atau Gampong, mulai infrastruktur, sarana
prasarana, struktur desa sampai pemberdayaan masyarakat dan
sebagainya, berada dalam otoritas Pemerintah desa atau Gampong.
Padahal, semestinya perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada
Mukim sebagai Lembaga istimewa yang diakui olen Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh,™ demikian pula
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan
Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Mukim.

https://riset-hia.usk.ac.id/dilema-mukim-di-aceh-antara-ada-dan-tiada/. Akses 10 Mei
2024
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Kedudukan pemerintah mukim yang cukup unik dalam struktur
manapun disepanjang sejarahnya telah mengalami dinamika
kelembagaan yang dipandang relatif mampu berperan mengatur
kehidupan sosio-kultural masyarakat secara adil dan bijaksana. Peran
historis pemerintah Mukim itu dipandang masih relevan utuk
diaplikasikan pada kehidupan masakini. Padahal, konteks kebijakan
dan tatanan kehidupan masyarakat Aceh sekarang telah jauh berbeda.
Sementara itu, juga harus diakui bahwa penyelenggara Pemerintah
Mukim di Aceh saat ini pun penuh dinamika dan terkesan problematik,
sehingga dampaknya mukim pun belum mampu memberi peran yang
signifikan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan formalnya.*?

Implikasi dari peran yang belum signifikan tersebut, posisi dan
kedudukan mukim dalam struktur dan sistem Pemerintah Aceh yang
secara legal formal mengalami kurang optimal. Akibat kurang
optimalnya, pemerintah mukim dihadapkan pada berbagai
permasalahan, seperti pengelolaan organisasi dan manajemen yang
masih lemah, sistem administarsi yang belum memadai, kemampuan
sumberdaya yang kurang terlatih, pembagian kewenangan antara
Pemerintah Mukim dengan Pemerintah Gampong yang masih tumpang
tindih, mekanisme pendanaan, sarana dan prasarana yang juga masih
terbatas, dan lain sebagainya."® Di samping itu, transformasi mukim
menjadi lembaga formal dalam sistem pemerintahan masih

membutuhkan perjuangan untuk mendapat kedaulatan dan pengakuan

2 Azmie, “Efektivitas Mukim Dalam Sistem Pemerintahan Di Kabupaten
Aceh Singkil” Tesis Universitas Medan Area (2019). him. 25.

B3 Anita Surya Al-Yahya, “Analisis Efektivitas Pemerintahan Mukim Di
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh,”
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan, Vol 11. No.1 (Maret 2019).
him. 39.



negara, Pasalnya, hak ulayat Mukim dan kewenangan yang diatur di
UUPA dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 masih membutuhkan
kajian sinkronisasi dan adaptasi dengan peraturan perundang-undangan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Terlebih, tata Kelola
pemerintah Mukim pada masing-masing kabupaten/kota di Aceh saat
ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan kondisi Geografis, potensi
sumber daya alam yang beragam dan kemampuan masing-masing
Mukim. Disamping itu, menurut Dermawan (Sekretaris Daerah Aceh)
Permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian adalah aspek
penataan pemerintahan Mukim dan Gampong yang meliputi Penataan
kewilayahaan, penataan kewenangan, penataan kelembagaan, penataan
sumber daya aparatur, penataan, keuangan, dan penataan hubungan
anatar Lembaga.**

Atas dasar berbagai permasalahan tersebut di atas, eksistensi
pemerintan mukim di banyak wilayah Kecamatan Aceh kurang
optimal. Tugas, fungsi dan kewenanganya, menurut Undang-Undang
dan Qanun seharusnya dimiliki dalam pembangunan kesejahteraan
masyarakat desa, kenyataannya tidak dapat direlisasikan, perannya
tidak secemerlang pada masa kerajaan Sulthan Iskandar Muda dulu.’®
Sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa desa,
semestinya pemerintah mukim perlu diperkuat Kembali fungsi dalam
melaksanakan pembangunan (Gampong). Berbagai permasalahan

sosial, ekonomi dan adat istiadat yang dihadapi oleh Masyarakat

Y Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, “Butuh Konsep Untuk

Memaksimalkan Mukim Dan Gampong,” n.d.,
https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sekda-butuh-konsep-untuk-
maksimalkan-pemerintahan-mukim-dan-gampong. Akses 10 Mei 2024.

® Mahdi Syahbandir, “Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim Di Aceh,”
Jurnal Kanun Vol. 16, No. 62 (Agustus 2014). him. 17.



pedesaan tentu membutuhkan solusi yang tidak bisa diselesaikan hanya
oleh pemerintah kecamatan, kabupaten ataupun provinsi, tetapi harus
dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah Mukim sebagai salah
satu ujung tombak pemerintahan di desa. Di antara sejumlah
permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah, baik
pusat maupun daerah, dalam pembanguan wilayah pedesaan Aceh,
sebagaimana akan dicermati di wilayah Kecamatan Babussalam
Kabupaten Aceh Tenggara, adalah persoalan menyangkut infrastruktur,
kemiskinan, sanitasi yang buruk, pemukiman, sosial dan lain
sebagainya.*®

Pembangunan Desa merupakan amanat dari Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu,
penelitian ini merupakan upaya untuk mencermati pentingnya
penguatan fungsi pemerintahan mukim yang bertujuan untuk
meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat
desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa tersebut. Kabupaten Aceh Tenggara yang dibentuk
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut,
Kabupaten Aceh Tenggara yang dibentuk melalui Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan

1 «Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-
2022” . Pasal 6 Ayat (2)



Kabupaten Aceh Tenggara telah memberikan dukungan dan pengakuan
terhadap eksistensi dan kedudukan fungsi pemerintahan mukim sebagai
penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, adat istiadat dan peningkatan pelaksanaan syariat
Islam sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mukim yang kemudian diperkuat dengan
Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Upaya untuk mencermati pentingnya Optimaslisasi penguatan
fungsi pemerintahan mukim dalam kerangka pembangunan desa,
penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Babussalam Kabupaten
Aceh Tenggara dengan menggunakan perspektif dan teori penguatan
fungsi kelembagaan dan Maslahah Mursalah. Optimalisasi Fungsi
kelembagaan dimaksud sebagai upaya untuk menguatkan fungsi
pemerintahan Mukim dalam pembangunan desa, baik secara
kelembagaan maupun kepastian regulasi, sehingga dapat meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan responsivitas dari kinerjanya. Sementara
Maslahah Mursalah dimaksudkan sebagai salah satu perspektif dalam
hukum Islam yang digunakan untuk menilai apakah keberadaan
Pemerintah Mukim itu dalam Pembangunan desa membawa
kemaslahatan atau kemudharatan. Untuk itu melihat Optimal penguatan
fungsi mukim dalam pembangunan desa, sehingga penelitian ini
penting. Dengan judul “Optimalisasi Fungsi Pemerintah Mukim Dalam
Pembangunan Desa Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Mukim Di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara”. Dari
uraian di atas maka dapat dikemukakan Rumusan Masalah sebagai
berikut.
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B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Mukim tidak Optimal Dalam Pembangunan Desa di
Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara?

2. Bagaimana Cara Penguatan Pemerintahan Mukim Dalam
Pembangunan Desa Berdasarkan Qanun Aceh Tenggara Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Mukim?

3. Bagaimanakah Bentuk Penguatan Fungsi Pemerintahan Mukim
dalam Pembangunan Desa ditinjau dari Perspektif Maslahah
Mursalah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk  menganalisa  Optimalisasi  Mukim  Dalam
Pembangunan Desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten
Aceh Tenggara.

b. Untuk menganalisa Penguatan Pemerintahan Mukim dalam
Pembangunan desa berdasarkan Qanun Aceh Tenggara
Nomer 2 Tahun 2014.

c. Untuk menganalisa Bentuk Penguatan Fungsi Pemerintahan
Mukim dalam Pembangunan Desa Perspektif Maslahah
Mursalah.

2. Kegunaan Penelitian.

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi
pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara, Khususnya
Hukum Tata Negara Islam yang terkait dengan penguatan
Pemerintahan Mukim di Wilayah Provinsi Aceh khususnya di

Kabupaten Aceh Tenggara.
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berwenang di
Provinsi Aceh dalam Pengambilan Kebijakan regulasi yang
terkait dengan pentingnya Penguatan Fungsi Lembaga Mukim
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 19
Tahun 2008 tentang Adat serta Qanun Aceh Nomor 4 Tahun
2003 tentang Pemerintahan Mukim disamping itu, penelitian
ini dimaksud dapat memberikan informasi atau bahan
pemikiran kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran
terhadap pentingnya penguatan fungsi Lembaga mukim dalam

kerangka Pembangunan desa di bumi Aceh.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis melakukan
survey literatur telaah Pustaka terhadap hasil dari berbagai penelitian
sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Proses ini
berfungsi untuk menghindari munculnya pengulangan pada penelitian-

penelitian sebelumnya.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Anita Surya Al-Yahya
dengan judul “Analisis Efektivitas Pemerintahan Mukim Di Kecamatan
Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh” Penelitian ini
merupakan jenis penelitian lapangan yang menelaah tentang efektivitas
Imum Mukim beserta fakto-faktor yang mempengaruhi dan strategi
yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pemerintah mukim di
Kecamatan Johan Pahlawan Labupaten Aceh Barat. *’ Penelitian ini

Y7 Al-Yahya, “Analisis Efektivitas Pemerintahan Mukim Di Kecamatan
Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh.” Jurnal Manajemen
Pemerintahan Vol. 11. No. 1 (Maret 2019), him. 39.
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menyimpulkan bahwa efektivitas Pemerintah Mukim di Kecamatan
Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat saat ini belum berjalan sesuai
dengan harapan, baik dari segi aspek kemapuan menyesuaikan diri
dengan perubahan maupun kemapuan meningkatkan produktivitas
kerja, dan kemampuan meningkatkan kepuasan aparaturnya. Fakto-
faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pemerintahan Mukim di
Kecamatan Johan Pahlawan adalah Kkarekteristik organisasi, pekerja,

kebijakan dan praktik manajemen.

Kedua Penelitian Ini dilakukan oleh Azmi berjudul “Efeektivitas
peran Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kbaupaten Aceh Singkil .
Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dari pemerintahan
mukim dalam system pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil
Provinsi Aceh masih kurang efektif. Strategi yang dapat di lakukan
dalam penguatan keberadaan ukim dalam system pemerintahan di
Kabupaten Aceh Singkil adalah memberdayakan Lembaga ukim
melalui kemitraan SKPK Tekhnis Terkait memaksimalkan penggunaan
dana desa dengan memanfaatkan sumber daya alam desa meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat, memaksimalkan pengginaan dana desa
untuk pemberdayaan dumber daya manusia (SDM) aparatur
pemerintahan mukim dan pemberdayaan Lembaga mukim melalui
bimtek, memperkuat struktur Lembaga mukim pelaksanaan wewenang
desa untuk pelaksanaan system pemerintah desa secara menyeluruh dan
bertanggung jawab, serta peningkatan peran mukim sebagai Lembaga

penengah/peneyelesaian konflik adat di tengah masyarakat.*®

'® Azmie, “Efektivitas Mukim Dalam Sistem Pemerintahan Di Kabupaten
Aceh Singkil” Tesis Universitas Medan Area (2019), him. 45.
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh T. Nazaruddin, dkk, berjudl
“konsep penguatan Mukim dalam Penataan Ruang Berbasis Kearifan
Lokal di Aceh”. Hasul penelitian ini menjelaskan bahwa penguatan
mukim dalam penataan ruang yang berbasis kearifan local di
Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh
Besar sangatlah memerluka faktor pendukung agar dapat terwujud
fungsi dan kewenangan mukim secara maksimal. Kewenangan Mukim
diberikan terbatas, sehiggga kewenangan mukim dalam hal mengatur
juga terbatas, Adapun gaji Mukim sebesar Rp. 800.000, perencanaan
peta Mukim belum ada, karena fasulitas kantor mukim belum tersedia
yang menyebabkan terhambatnya proses administrasi mukim, adanya
forum geusyik tidak memerlukan lagi untuk mengadakan forum
mukim. Karena masalah-masalah di gampong sudah di selesaikan di
forum geusyik termasuk masalah pembangunan ruang.*®

Keempat, penelitan ini di lakukan oleh Muhammad Ikhsan Ahyat
dengan judul “Peran Mukim dalam Pembangunan melalui Pengawasan
Dana Gmpong di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur “.
Hasil Peenelitian menunjukkan bahwa kebijakan dana gampong
memberikan hak asal usul, apalagi Aceh memiliki Kkeistimewaan
dengan karakeristik tersendiri, Namun demikian pengelolaan dana
gampong untuk membangun di Kecamatan Banda Alam masih banyak
dijumpai berbagai kekurangan dan kelemahan antara lain; sumber daya
manusia, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, menurun, hal
ini terjadi akibat terbatasnya peran Mukim secara kelembagaan.

Padahal kedudukan mukim sangatlah strategis untuk dapat melakukan

¥ T Nazarudin, “Konsep Penguatan Mukim Dalam Penataan Ruang Berbasi
Kearifan Lokal Di Aceh” Laporan Penelitian Universitas Malikussaleh, (Desember
2020). him. 7.
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peran pengawasan. Pentingnya peran Mukim dalam emgawasi
pengelolaan dana gampong dalah karena maaukim seaga refresntatip
masyarakat, perwujudan kearifan local Aceh dan tokoh islam.?

Kelima, penelitian ini di lakkan oleh Rahmad Fadli dnegan Judul
“Peran Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampong: Studi
Kaus di Mukim Meuraxa Kecamaan Meuraxa Kota Banda Aceh. Tesis,
Universitas Gajah Mada ,2004. Hasil temuan di lapangan menunjukkan
bahwa peran mukim dalam hal kordinasi imum mukim telah dapat
memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan
pemerintahan dan pembangunan, dalam melakukan evaluasi Imum
Mukim telah dapat melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari
masyarakat, dalam pelaksanaan hukum adat Imum Mukim bertindak
sebagai mediator. Dalam pelaksanaan adat dan budaya Imum Mukim
sebagai pengelola. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan
Imum Mukim dalam pelaksanaan Pemerintahan Gampong sangat
penting, mengingat Imum Mukim merupajan Tokoh yang sangat
dihargai dan di hormati oleh Masyarakat.?!

Keenam, penelitin ini dilakukan oleh Teuku Muttagin Mansur
dengan Judul “Pembagian Wilayah Adat Mukim dan Gampong dalam
Pengelolaan Hutan Adat di provinsi Aceh Indonesia” Hasil Temuan di
lapangan menunjukkan Bahwa Mukim dan gampong memiliki batas
wilayah masig-masing yang memperkuat pembagian kedudukan

mukim dan gampong untuk memberikan akuralisasi terkait penguasaan

0 Muhammad Ikhsan Hayat, “Peran Mukim Dalam Pembangunan Melalui
Pengawasan Dana Gampong Di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur”
(2020),Tesis Universitas Sumatera Utara. him 37.

! Rahmad Fadli, “Peranan Imum Mukim Dalam Pelaksanaan Pemerintah
Gampong. Studi Kasus Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh” Tesis Universitas Gadjah
Mada (2004). him.33.
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dan pengelolaan hutan adat pada wilayahnya, salah satu dalam
pemenuhan pengelolaan hutan adat. Pembagian wilayah Mukim sudah
ada secara turun temurun, namum masih ada dskursus dimana
pemerintah belum sama presepsi dengan hutan adat mukim karena di
anggap ada landassan hukum tapi masih belum bersifat kabur atau
belum secara akurat menyebutkan wilyah adat mukim.

Mencermati keseluruhan hasil penelitian di atas, pada umumnya
para penelitin  mempokuskan penelitianya terhadap permasalahan
efektivitas dan peran Mukim daam pelakanaan pemerintahan desa.
Dengan obyek penelitian yang sama, yaitu pemerintahan mukim,
perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menekankan
pembahasanya pada perspektif ilmu politik, manajemen pemerintahan,
dan yuridis historis, sementara penelitian ini lebih menekankan pada
kajian perspektif teori Penguatan Fungsi Kelembagaan dengan
pendekatan Normatif Yuridis serta normatif empiris hukum Islam yaitu,

maslahah mursalah.

E. Kerangka Teoritik

1. Penguatan Fungsi Kelembagaan (Institutional Strengthening

Theory)

Penguatan kelembagaan merupakan suatu proses yang bertujuan
untuk memperbaiki struktur, kesehatan, dan fungsi suatu organisasi.
Hal ini mencakup mengenali kapasitas yang ada dan potensi,
meningkatkan konektivitas, memperdalam dan memperluas legitimasi,
memahami keragaman, dan pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.
Peningkatan kapasitas dilakukan pada tingkat individu atau tim dengan
penekanan pada pengembangan pribadi dan profesional tim. Hasil dari

acara ini menghasilkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
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kerja sama tim yang lebih baik, dan peningkatan produktivitas diarea
tertentu dalam organisasi. Penguatan Kelembagaan terjadi pada tingkat
organisasi dengan meningkatkan kapasitas kinerja secara keseluruhan
dan kemampuan beradaptasi terhadap tantangan dan peluang eksternal.

Menurut Debora Edge, Penguatan fungsi kelembagaan adalah
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan menjadikan
Lembaga/organisasi agar lebih kuat dan baik secara struktur maupun
kultur sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
responsivitas dari kinerjanya. Penguatan Fungsi Kelembagaan
mencakup peguatan kapasitas kelembagaan, Adapun Penguatan
Kapasitas adalah konsep luas yang meliputi pengembangan SDM dan
berbagai persoalan manajemen dan kecenderungan-kecenderungan
seperti manajemen strategis, manajemen perubahan, manajemen,
kualitas, membangun kembali organisasi, manajemen pengetahuan,
pengelolaan informasi dan sebagainya.?’ Sedangkan yang dimaksud
dengan kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi atau sistem
untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisiensi,
efektif, dan terus menerus,”® pengembangan kapasitas (capacity
building) mengacu kepada proses dimana individu, kelompok,
organisasi,  kelembagaan, dan  masyarakat = mengembangkan

kemampuanya baik secara individual maupun kolektif untuk

22 Anali Milen, Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas 2004
(Yogyakarta Pembaharuan, 2004). him. 26.

2 Siti Muarofah, “Perencanaan Penguatan Kelembagaan Daerah Dalam E-
Procurement, (FIA-UB 2013). him. 23.
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melaksanakan fungsi mereka, menyelesaikan masalah mereka,

mencapai tujuan-tujuan meraka secara mandiri.?*

Terkait dengan tujuan ini, menurut Debora Ade, paling tidak ada 5
(lima) dimensi yang perlu diperhatikan dalam upaya penguatan fungsi
kelembagaan:

a. Dimensi organisasi yaitu organisasi memiliki struktur
organisasi yang membantu pelaksana fungsi dan
pencapaian tujuan organisasi.

b. Dimensi sumber daya manusia yaitu memiliki dan
mengembangkan sumber daya manusia secara kualitas
maupun kuantitas melalui pelatihan.

c. Dimensi keuangan memiliki alokasi anggaran dalam
menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.

d. Dimensi infrastruktur yaitu memiliki sarana dan prasarana
dalam menjalankan fungsi dan pencapaian tujuan
organisasi.

e. Dimensi kerja sama yaitu organisasi melakukan Kkerja
sama ataupun koordinasi dengan pihak eksternal.?

2. Desentralisasi Pemerintahan

Desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan
keputusan dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat

kepada organisasi pusat di daerah, unit administarasi lokal,

? Nugraha, “Pengembangan Kapastasitas (Capacity Building) Dalam

Mendukung Pelaksanan Otonomi,” Jurnal llmu Administrasi Vol 1. No 3 (2004). him.
17.

® Rolib Sitorus and Shelley Budiman, “Penguatan Kelembagaan Negara
Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal Law Pro Justitia Vol.6,
No. 2 (2021), him. 20.
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organisasi semi otonomi dan peruusahaan, pemerintah daerah atau
organisasi non pemerintahan, perbedaan konsep desentralisasi
ditentukan terutama berdasarkan tingkat kewenangan untuk
perencanaan, memutuskan dan mengelola kewenangan yang
ditransfer oleh pemerintah pusat dan besaran otonomi yang diterima
untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Fredrich Hayek mengemukakan prinsip dasar desentralisasi
pemerintahan:
a. Desentralisasi  fungsi adalah  pemerintah  harus
didesentralisasikan ke tingkat yang lebih rendah.
b. Keterlibatan masyarakat merupakan masyarakat harus
terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
c. Pengakuan keanekaragaman adalah desentralisasi
mengakui keankeragaman budaya, sosial, dan ekonomi.
d. Pengawasan dan Akuntabilitas: desentralisasi ini
memerlukan pengawasan dan akuntabilitas yang efektif.
26
3. Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah dipahami sebagai segala kemaslahatan
yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i dalam mensyariatkan
hukum Islam dan kepadanya tidak ada dalil Kkhusus yang
menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya. >’ Tujuan utama
dari penerapan maslahah mursalah adalah untuk kemaslahatan,

yaitu menghindari kemudharatan dan memelihara kemanfaatan

% Hayek, F.A. (1944) The Road To Serdom.
" Muhammad abu Zahra, Ushul Al-Figh (Jakarta: Firdaus, 2005). him 38.
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yang baik.®® Jadi, segala produk hukum vyang dihasilkan

berdasarkan atas sesuatu yang dalilnya sama sekali tidak disebutkan

di dalam Al-qur’an dan Sunnah dengan pertimbangan untuk

memberikan kemaslahatan hidup manusia yang berdasarkan

kemanfaatan dan menghindari kerusakan, maka dikategorikan

sebagai maslahah mursalah.

Al-Ghazali mengklasifikasikan maslahah mursalah menjadi tiga

kategori berdasarkan urgensinya.

a. Maslahah Daruriyyah. Merupakan maslahah yang sangat

mendasar dan esensial untuk keberlangsungan kehidupan
agama dan manusia. Tanpa pemeliharaan terhadap
maslahah ini, kehidupan akan kacau dan tujuan utama
Syariah tidak tercapai contohnya, perlindungan agama,
jiwa, akal keturunan dan harta.

Maslahah Hajiyyah. Adalah maslahah yang diperlukan
untuk menghindari kesulitan dan memberikan kemudahan
dalam kehidupan manusia. Meskipun tidak sefundamental
maslahah darutiyyah, mengabaikan maslahah ini akan
menyebabkan kesulitan dan kesusahan dalam menjalani
kehidupan. Contohnya, kemudahan dalam muamalah
(interaksi sosial dan ekonomi)

Maslahah ~ Tahsinyiyyah. Merupakan maslahah yan
berkaitan dengan hal-hal yang melengkapi dan
memperindah kehidupan manusia. Hal ini termasuk aspek-

aspek etika dan moralitas yang meningkatkan kualitas

him.19

%8 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figh (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010).
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kehidupan, meskipun bukan kebutuhan dasar. Contohnya,
tata krama, kebersihan dan adab.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research),
yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari penggambaran keadaan
serta fenomenanya nyata mengenai obyek di lapangan melalui
wawancara dan observasi. Dalam penelitian hukum, penelitian
lapangan merupakan suatu jenis penelitian yang umum digunakan
dengan tipologi penelitian hukum empiris, Menurut Sotandyo
Wingjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian
hukum yang dilakukan untuk menentukan teori-teori tentang proses
terjadinya dan berkerja hukum dalam masyarakat.?’ Meskipun
demikian, tidak menutup kemungkinan, perolehan datanya juga
dilakukan dengan jenis penelitian Pustaka (Library Research) melalui
penelusuran berbagai sumber literatur yang relevan, sehingga dapat
dikatakan penelitian ini merupakan jenis penelitian yang gabungan
antara dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan dan Pustaka.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-
analitis, yaitu uraian deskriptif terhadap seluruh konsep, informasi atau
data yang diperoleh berupa bahan-bahan hukum untuk selanjutnya

dianalisis dalam suatu rumusan konkrit menjadi suatu fakta hukum.

» Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997). him 49
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitiaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk
melihat dan menganalisis sejauh mana aturan hukum yang ada dan
berlaku secara efektif di masyarakat. Pendekatan yuridis-empiris
merupakan pendekatan yang menekankan pada aspek implementasi
ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi di masyarakat.
4. Sumber Data
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan
sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan,
dan dokumentasi beserta sumber sekunder berupa Undang-Undang dan
bahan kepustakaan yang diperoleh dari buku, jurnal hukum. Adapun
sumber data tersier diperoleh dari bahan di luar keilmuan hukum yang
dapat digunakan untuk menunjang analisis, seperti ensiklopedia, KBBI,
kamus Hukum, berita hukum atau catatan perkuliahan.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang
digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan
melalui bercakap dan berhadapan muka dengan narasumber yang
dapat memberikan keterangan kepada peneliti.*® dalam penelitian ini,
Teknik wawancara yang digunakan adalah menggunakan teknik
Convenience Sampling. Pengertian Conevenience Sampling adalah
kumpulan informasi dari anggota-anggota populasi yang dengan

setuju mau memberikan informasi tersebut. Dengan begitu, siapa saja

%0 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsionla (Jakarta:
Bumi Aksara, 2014). him. 20.
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yang setuju memberikan informasi yang dibutuhkan dengan
penelitian baik bertemu secara langsung maupun tidak langsung
dapat digunakan sebagai sample pada penelitian ini bila responden
tersebut cocok sebagai narasumber. Pada penelitian ini peneliti
mewawancarai beberapa narasumber selaku aparatur pemerintahan
mukim dan aparatur pemerintahan desa serta masyarakat, yang
mampu menjelaskan terkait mukim yang ada di Kecamatan
Babussalam. Bapak Kabeen selaku Mukim Selian, Bapak Kaharudin
selaku Mukim Dese, Bapak Hamzah Selaku Kepala Desa Datuk
Saudane, Bapak Syafi’i selaku Kepela Desa Muara Lawe Bulan,
Bapak Husin Selaku Anggota BPK Desa Perapat, Bapak Doni Selaku
masyarakat Desa Mbarung, Bapak Nazwa selaku masyarakat Desa
Pulo Sanggar.
b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap
keadaan atau perilaku obyek sasaran.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu usaha mengumpulkan data dengan
cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian yang terdapat dilokasi penelitian (lapangan).
d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kuantitatif.
Pengolahan dan analisis data kualitatif menekankan analisisnya pada
proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika
hubungan anatara fenomena yang diamati dengan menggunakan

logika ilmiah. Setelah semua dianalisis, selanjutnya akan ditarik
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kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu
suatu pola berfikir yang berdasaran pada hal-hal yang bersifat
khusus.®
6. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kediaman Narasumber dan sekitar
Kecamatan Babussalam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok
pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah
ini:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang
rencana penelitian yang berisi sub-bab yang meliputi latar belakang
masalah yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan tesis, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pengembangan Penjelasan terkait tinjauan umum
tentang mukim yang ada di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh
Tenggara yang berkaitan dengan Regulasi dan Aturan yang mengatur
tentang kelembagaan mukim.

Bab Ketiga Kelembagaan Mukim di Aceh Tenggara, Qanun
Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Mukim.
Penjabaran tentang Lembaga Pemerintahan Mukim di Kecamatan
Babussalam, tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintahan Mukim
Beserta struktur pemerintahan, serta Data Pro dan Kontra Penambahan

Fungsi Kewenangan Mukim.

31 Soetrisno, Metodologi Research (Yogyakarta: Andy Offset, 1995). him.
42.
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Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah
jawaban dari rumusan masalah penelitian tentang Penguatan Fungsi
Pemerintahan Mukim yang ada di Kecamatan Babussalam Kabupaten
Aceh Tenggara Fungsi Kelembagaan dan Maslahah Mursalah dan
Pandangan Narasumber Terhadap Penambahan Fungsi Kewenangan
Mukim.

Bab kelima adalah bagian penutup yang merupakan bagian akhir
dari seluruh rangkaian penyusun tesis ini. Bab terakhir ini terdiri dari
kesimpulan dan saran yang menegaskan perihal pentinya Optimalisasi
penguatan Fungsi Pemerintahan Mukim dalam Pembangunan Desa
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas pada bab-bab yang tertera, penelitian
ini memberikan dua kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan
masalah yang telah dibuat pada awal penelitian, antara lain:

1. Optimalisasi Penguatan fungsi kelembagaan mukim adalah
upaya untuk meningkatkan dan menjadikan Lembaga
Pemerintahan mukim dalam pembangunan desa lebih efektif
secara struktur maupun kultur sehingga fungsi, tugas, dan
wewenangan berjalan sesuai dengan Qanun Aceh Tenggara
Nomer 2 Tahun 2014. keterlibatan mukim dalam hal
Pembangunan desa menjadi lebih responsif dan mengawasi
pemerintahan desa di dalam hal Pembangunan desa. Bentuk
penguatan yang dilakukan membenahi Organisasi Lembaga
mukim, Memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM,
Meningkatkan dimensi keuangan Lembaga Mukim, Kerja
sama organisasi di dalam Lembaga mukim, serta dimensi
infrastruktur terhadap lembaga mukim, untuk menunjang
kegiatan-kegiatan  lembaga  mukim vyang bersifat
administratif. Serta asas desentralisasi kelembagaan mukim
yang ada di aceh

2. Penguatan mukim ini jika dilihat dari perspektif Maslahah
Mursalah masuk ke dalam kategori hifz an-nafs (melindungi
terhadap kehidupan dan keselamatan) segala pembangunan

yang ada di desa dan diperuntukkan kepada masyarakat
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yang ada di desa harus bisa melindungi masyakat yang ada
di desa. Penguatan Fungsi Kelembagaan Mukim dalam
Pembangunan Desa bertujuan untuk memperkuat fungsi
mukim di dalam desa dan dapat mewujudkan kesejahteraan

di dalam desa sesuai dengan tujuan maslahah mursalah.

B. Saran

Hasil penelitian ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten
Aceh Tenggara. Penelitian ini bukanlah akhir dari kajian
mengenai Mukim yang ada di Provinsi Aceh, khususnya di
Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini juga bisa sebagai jalan
untuk penelitian selanjutnya. Penelitian di atas, peneliti
menyebutkan bahwa penguatan fungsi lembaga pemerintahan
mukim perlu dilakukan karena terdapat lemahnya fungsi
kelembagaan mukim yang ada di Kecamatan
Babussalam.padahal dari tugas, fungsi, dan wewenangnya begitu
besar, Hal ini menimbulkan bahwa butuhnya perhatian untuk
mendukung penuh dari pemerintah untuk penguatan fungsi

kelembagaan mukim.
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